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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak adalah suatu peran yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup 

manusia dan dalam rangka memajukan suatu bangsa dan negara, peran pemerintah 

menciptakan rasa nyaman dan aman untuk masyarakat terlebih khususnya terhadap 

anak supaya anak memiliki semangat dalam belajar, semangat belajar yang dimiliki 

oleh anak dapat menciptakan anak generasi-generasi baru dimasa depan, dengan 

pengetahuan yang lebih luas dan terciptalah anak-anak emas bagi bangsa dan negara, 

oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan 

peranan anak sebagai generasi penerus harapan bangsa merupakan suatu hal yang 

harus dipegang oleh pemerintah. 

Konstitusi Indonesia telah mengatur hal tersebut, dalam pasal 3 Undang-undang 

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ”perlindungan anak bertujuan untuk 

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak 

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”1 Setiap anak memiliki 

ciri khas masing-masing dan mempunyai ciri khas khusus setiap individunya, anak 

yang masih perlu dibina, edukasi dan dilindungi dalam rangka menjamin anak dalam 

 
1 Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 P.A, ps 3. 
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perkembangan, pertumbuhan, sosial dan mentalnya untuk membangun masa 

depan bangsa. 

Kenakalan remaja yang semakin meningkat sangat memprihatinkan. Kenakalan 

yang dilakukan oleh remaja, apabila kenakalan tersebut adalah suatu tindak pidana 

tidak seharusnya terjadi, karena apa yang dilakukan remaja merupakan salah satu 

tindak kriminal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang belaku dalam 

masyarakat. tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan 

cara melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan 

dengan melanggar norma kesusilaan dan hukum yang berlaku. 

Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata 

“abuse” yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, 

penyiksaan, atau perlakuan salah.2 Kata ini di definisikan sebagai “improper behavior 

intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or 

group”.3 (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau 

bahaya secara fisik, psikolog, atau finansial, baik yang dialami individu maupun 

kelompok). Sedangkan kekerasan terhadap anak (child abuse) adalah istilah yang 

biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.4 Selain kekerasan yang 

terjadi kepada anak kerap kali terjadi terhadap anak yaitu pencabulan dan pelecehan 

seksual terhadap anak hal ini tidak jauh berbeda dengan kekerasan yang di lakukan 

terhadap anak, tidak hanya terhadap anak banyak juga terjadi pada anak remaja hingga 

orang dewasa. 

 
2 Eka Hendry AR, Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan 

Kemanusiaan, (Kalimantan : Parsadar press, 2003), hal. 116-117. 
3 Barker dalam Abuhurairah, Kekerasan terhadap Anak : fenomena masalah sosial krisis di Indonesia, 

nuansa (Bandung : Anggota IKAPI, 2006) hal. 73. 
4 Ibid, hal. 74 
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Pencabulan menurut R. Soesilo adalah: “segala perbuatan yang melanggar 

kesopanan atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi 

kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan 

sebagainya”.5 Tindak Pidana Pencabulan merupakan salah satu kejahatan di bidang 

seksual yang sangat meresahkan masyarakat, hal ini juga bertentangan dengan tujuan 

Pemerintah dalam menciptakan masyarakat aman tenteram dan sejahtera. Putusan 

Hakim dapat membuat para pelaku kejahatan akan menjadi jera untuk melakukan 

kejahatan itu kembali, selain itu diperlukan juga pembinaan untuk merehabilitasi para 

pelaku sehingga pelaku tidak mengulanginya kembali apa yang telah diperbuatnya 

dengan cara menanamkan norma-norma agama dalam dirinya, Undang-undang 

Perlindungan Anak yang baru tersebut merupakan perangkat yang ampuh untuk 

melaksanakan konvensi hak anak di Indonesia. Meskipun tetap ada kekurangannya, 

Undang-undang tersebut adalah kerangka kerja pokok dan sangat bermanfaat dalam 

memberikan perlindungan kepada Anak-anak yang paling rentan. Undang-undang 

Perlindungan anak memberikan kerangka payung hukum yang sangat bermanfaat 

memberikan perlindungan bagi sebagian besar anak-anak rentan/rawan. Salah satu 

kekuatan Undang-undang ini adalah sanksi yang jelas dan tegas terhadap siapa saja 

yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Sehingga perlindungan hukum 

terhadap korban tindak pidana pencabulan dapat dilaksanakan dengan baik. 

Pencabulan yang dilakukan anak, atau yang sering dikenal dengan pencabulan 

anak oleh anak (chil-on-chil abuse) adalah suatu fenomena dimana seseorang anak 

melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak lainnya. Hal ini melibatkan 

unsur-unsur pelecehan seksual, walaupun pelaku dan korban keduanya masih anak-

 
5 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal 

demi pasal, (Bogor : Politea, 1996), hal. 212. 
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anak. Fenomena bukan lagi fenomena yang sepele, karena menyangkut masa depan 

anak. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang dewasa. oleh 

karena itu anak berhak mendapatkan perlakuan baik dan kasih sayang dari orang tua, 

masyarakat dan lingkungannya.  

Perlindungan terhadap anak sudah ada sejak peradaban manusia itu sendiri, 

sehingga anak yang memerlukan pembinaan, bimbingan khusus supaya berkembang 

fisik, mental dan mental spiritualnya secara positif. Hal tersebut bukanlah suatu hal 

yang mudah dicapai, persoalan kejahatan menjadi problem yang serius bagi suatu 

bangsa dan negara. Pada 20 November 1959, deklarasi tentang hak-hak anak telah 

disahkan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai 

implementasi dari deklarasi tersebut, Indonesia menuangkan penyelenggaraan 

perlindungan anak melalui Undang-undang RI No. 4 tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak. Perlindungan terhadap hak anak juga dituangkan secara terbatas 

dalam pasal 58 (1) dan (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia.6 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

agar mendapatkan hak-haknya supaya tetap dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap 

anak salah satunya berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan secara 

fisik, psikis, kejahatan, seksual dan plantaran, larangan kejahatan seksual berupa 

perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang 

 
6 Indonesia, Undang-undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 tahun 1999, T.HAM. ps. 58 
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Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan: “Setiap orang dilarang 

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, atau membujuk anak untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”7. 

Di dalam deklarasi hak-hak Anak (PBB), terdapat sepuluh prinsip tentang hak 

anak, satu diantaranya berbunyi “setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk 

keterlantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi”. Prinsip ini menunjukkan bahwa 

anak harus mendapat perlindungan, kesejahteraan, kebahagiaan secara fisik dan 

mental, serta wajib mengenyam pendidikan. Dan ini bukan hanya kewajiban para 

orang tua, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat.8 

Secara normatif, ciri dan sifat-sifat khusus yang melekat pada anak, kemudian 

dibingkai pasal 28b Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, “Setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.9 Khusus bagi anak yang berkonflik 

dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dalam pasal 64 Undang-undang 

No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memastikan model proteksi yang 

mesti dilakukan, yakni: “perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan 

hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini, 

penyediaan sarana dan prasarana khusus penjatuhan sanksi yang tepat untuk 

kepentingan terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap 

perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk 

mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga dan perlindungan melalui 

 
7 Inadonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 35 tahun 2014 P.A, ps.76E.  
8 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 89. 
9 Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 82 b. 
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pemberitahuan melalui pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk 

menghindari labelisasi negatif”. 

Keltika ada anak yang belrhadapan delngan hulkulm, ataul anak selbagai pellakul tindak 

pidana, selpelrti dalam kasuls ini anak melnjadi pellakul pelncabullan, maka dalam prosels 

pelradilan, anak melmpulnyai hak diantaranya yaitul belbas dari pelnyiksaan, 

pelnghulkulman ataul pelrlakulan lain yang keljam, sellain itul anak yang masih di bawah 

ulmulr melmpulnyai hak yang spelsial di hadapan hulkulm, yang dapat melringankan 

hulkulm apabila belrhadapan delngan hulkulm. Namuln apabila pellakul pellelcelhan telrselbult 

anak yang masih di bawah ulmulr dan mellakulkan pellelcelhan kelpada anak yang masih 

di bawah ulmulr julga, manakah yang harulsnya didahullulkan, pellakul dan korban di saat 

keljadian sama-sama anak, pellakul yang masih belrulmulr (lima bellas) 15 Tahuln dan 

korban yang masih belrulmulr (elmpat) 4 tahuln. 

Keltelntulan telntang pelrlindulngan anak di dalam ulndang-ulndang Nomor 35 RI 

Tahuln 2014 tellah melmbulat keltelntulan yang lelbih spelsifik telntang hal telrselbult, 

telrultama pasal 82 ayat (1) yang selcara telgas melngatulr: “Seltiap orang yang mellanggar 

keltelntulan selbagaimana yang dimaksuld dalam pasal 76El, seltiap orang dilarang 

mellakulkan kelkelrasan ataul ancaman kelkelrasan, melmaksa, mellakulkan tipul mulslihat, 

mellakulkan selrangkaian kelbohongan, ataul melmbuljulk anak mellakulkan ataul 

melmbiarkan dilakulkan pelrbulatan cabull, dipidana delngan pidana paling singkat 5 

(lima) tahuln dan paling lama 15 (lima bellas) tahuln dan delnda paling banyak 

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rulpiah)”.10 

 
10 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014. T.P UU No. 23 Tahun 2002 

TPA. ps. 82.  
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Dalam kasuls pultulsan No. 2/Pid.Suls-Anak/2021/Pn. Soel. dalam pultulsan telrselbult 

baik pellakul maulpuln korban adalah anak selhingga mana yang haruls didahullulkan 

dalam kasuls ini sulpaya hulkulm teltap dapat belrpelrilakul adil. 

Belrdasarkan hal-hal yang tellah disampaikan pada latar bellakang maka pelnullis 

telrtarik ulntulk mellakulkan pelnullisan delngan juldull ANALISIS YURIDIS TINDAK 

PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL 

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Soe). 

B. Rumusan Masalah 

Belrdasarkan ulraian yang tellah pelnullis ulraikan dalam latar bellakang pelrmasalahan 

pelnullis akan melnyampaikan belbelrapa rulmulsan masalah yang diharap bisa dipelcahkan 

yaitul: 

1. Bagaimana Pelrtimbangan Hakim dalam melnjatulhkan sanksi Pidana telrhadap 

tindak pidana pelncabullan melmbuljulk telrhadap anak dalam pultulsan: 2/Pid.Suls-

Anak/2021/Pn. Soel? 

2. Apakah hulkulman yang dijatulhkan olelh hakim selsulai delngan tuljulan 

pelmidanaan? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Sulatul kelgiatan pelnellitian pasti telrdapat sulatul tuljulan yang pasti dan jellas yang helndak 

dicapai. Adapuln tuljulan telrselbult yang ingin dicapai olelh pelnullis dalam pelnellitian 

adalah: 

1. Tujuan Penelitian 
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a. Delmi melngeltahuli hal apa saja yang melnjadi pelrtimbangan hakim dalam 

melnjatulhkan sanksi pidana telrhadap anak yang mellakulkan tindak 

pidana pelncabullan telrhadap anak dalam pultulsan Nomor: 2/Pid.Suls-

Anak/2021/Pn. Soel. 

b. Delmi melngeltahuli kelselsulaian antara hulkulman yang dijatulhkan olelh 

hakim delngan tuljulan pelmidanaan dalam Pultulsan Nomor: 2/Pid.Suls-

Anak/2021/Pn. Soel. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari hasil pelnellitian ini pelnullis belrharap dapat melmbelrikan seldikit kontribulsi 

bagi para pihak telrkait pelrmasalahan pelradilan. Adapuln manfaat ini adalah:  

a. Manfaat Teoritis 

Hasil pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan sulmbangan 

pelmikiran dan pelngelmbangan pelngeltahulan di bidang ilmul hulkulm 

pidana. Selrta hasil pelnellitian ini diharapkan dapat melnambah relfelrelnsi 

di Indonelsia dalam melmbelrikan masulkan kelpada pihak-pihak lain dan 

dapat digulnakan ulntulk bagian dan pelnellitian ilmiah di bidang hulkulm. 

hasil dari pelnellitian ini diharapkan dapat belrmanfaat bagi para 

akadelmisi, mahasiswa, masyarakat ulmulm dan orang tula/wali agar 

melmahami selcara khulsuls pelngeltahulan telntang pelrtimbangan hulkulm 

ulntulk anak dalam pelradilan, dan melnjadi pelngeltahulan bagi orang 

tula/wali korban dan masyarakat ulmulm. 

b. Manfaat Praktis 
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Selcara praktis hasil dari pelnellitian ini diharapkan sulpaya dapat 

melmbelrikan manfaat bagi para pelnelgak hulkulm selpelrti Hakim, Jaksa, 

Polisi, dan para pelnelgak hulkulm lainnya dalam melnangani kasuls-kasuls 

di dalam Sistelm Pelradilan Anak di Indonelsia. 

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

Dalam pelnellitian hulkulm, adanya kelrangka konselpsional dan landasan ataul kelrangka 

teloritis melnjadi syarat yang sangat pelnting. Dalam kelrangka ini diulngkapkan belbelrapa 

konselp dan pelngelrtian yang akan dipelrgulnakan selbagai dasar pelnellitian hulkulm, dan di 

dalam landasan ataul kelrangka teloritis diulraikan selgala selsulatul sistelm yang telrdapat 

dalam telori selbagai sulatul sistelm. 

1. Kerangka Teori 

Kelrangka teloritis adalah kelrangka pelmikiran bultir-bultir pelndapat, telori, 

melngelnai kasuls dan pelrmasalahan (problelm) yang melnjadi bahan 

pelrbandingan, pelgangan teloritis. Kelrangka teloritis melrulpakan abstraksi hasil 

pelmikiran ataul kelrangka aculan ataul dasar yang rellelvan ulntulk pellaksanaan ataul 

pelnellitian ilmiah pelnellitian hulkulm. 

a. Teori Pertimbangan Hakim 

Pultulsan hakim melrulpakan pulncak dari sulatul pelrkara yang seldang 

dipelriksa dan diadili olelh hakim. Hakim melmbelrikan kelpultulsannya 

melngelnai hal-hal selbagai belrikult: 

1) Kelpultulsan melngelnai pelristiwanya, apakah pellakul belnar tellah 

mellakulkan pelrbulatan yang dituldulhkan kelpadanya. 
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2) Kelpultulsan melngelnai hulkulmnya, apakah pelrbulatan yang 

dilakulkan pellakul itul melrulpakan sulatul tindak pidana dan apakah 

pellakul belrsalah dan dapat dipidana. 

3) Kelpultulsan melngelnai pidananya, apabila pellakul melndapatkan 

pidana.11 

Hakim dalam melnjatulhkan pultulsan haruls belrdasarkan ataul yang tellah 

ditelntulkan olelh ulndang-ulndang. Hakim tidak bolelh melnjatulhkan 

hulkulman yang lelbih relndah dari batas minimal dan julga tidak bolelh 

melnjatulhkan hulkulman yang lelbih tinggi dari batas maksimal hulkulman 

yang tellah ditelntulkan olelh Ulndang-ulndang.  

b. Teori Tujuan Pemidanaan 

Telori pelmidanaan selcara seldelrhana dapat diartikan delngan 

pelnghulkulman. Pelnghulkulman yang dimaksuld belrkaitan delngan 

pelnjatulhan pidana dan alasan-alasan pelmbelnaran (julstification) 

dijatulhkannya tidak hanya telrhadap orang yang delngan pultulsan 

pelngadilan yang tellah belrkelkulatan hulkulm teltap (incracht van gelwijsdel) 

dinyatakan selcara sah dan melyakinkan telrbulkti mellakulkan tindak 

pidana.12 Telntulnya, hak pelnjatulhan pidana dan alasan pelmbelnaran 

pelnjatulhan pidana selrta pellaksanaannya telrselbult belrada di tangan 

nelgara dalam hulkulm relalitasnya, selcara garis belsar, telori pelmidanaan 

telrbagi dula dan dari pelnggabulngan keldula telori pelmidanaan telrselbult 

 
11 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung : alumni, 1986), hal. 74. 
12 Soertikno, Filsafat Hukum Bagian 1, (Jakarta : Prandnya Paramita, 2008), hal. 67. 
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lahir sulatul telori pelmidanaan lainnya. Adapuln dari pelmidanaan dalam 

pelnellitian ini adalah: 

1) Telori absolult/reltribulsi 

Melnulrult telori ini pidana dijatulhkan selmata-mata karelna yang 

tellah mellakulkan sulatul tindak pidana ataul keljahatan. Immanulell 

Kant melmandang pidana selbagai katelgorischel impelratif yakni 

selselorang haruls dipidana olelh hakim karelna ia tellah mellakulkan 

keljahatan selhingga pidana melnulnjulkkan selsulatul kelntultan 

keladilan. Tulntultan keladilan yang sifatnya abolultel ini telrlihat 

pada pelndapat Immanulell Kant yaitul pidana tidak pelrnah 

dilaksanakan selmata mata selbagai sarana ulntulk 

melmpromosikan tuljulan/kelbaikan, baik bagi si pellakul itul selndiri 

maulpuln bagi masyarakat tapi dalam selmula hal haruls Kelnakan 

karelna orang yang belrsangkultan tellah mellakulkan sulatul 

keljahatan.13 

2) Telori tuljulan/rellatif 

Pelnganult telori ini melmandang selbagai selsulatul yang dapat 

digulnakan ulntulk melncapai pelmanfaatan, baik yang belrkaitan 

delngan orang yang belrsalah maulpuln yang belrkaitan delngan 

dulnia lular, misalnya delngan Melngisolasi dan melmpelrbaiki 

pelnjahat ataul melncelgah pelnjahat potelnsial akan melnjadikan 

 
13 Mulyadi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung : alumni, 2015), hal. 

98. 
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dulnia telmpat yang lelbih baik. Dasar pelmbelnaran dari adanya 

pidana melnulrult telori ini telrleltak pada tuljulannya. Pidana 

dijatulhkan bulkan qulia pelccatulm elst (karelna orang melmbulat 

kelsalahan) mellakulkan nel pelcceltulr (sulpaya orang jangan 

mellakulkan keljahatan), maka culkulp jellas bahwa telori tuljulan ini 

belrulsaha melwuljuldkan keltelrtiban dalam masyarakat. 

3) Telori gabulngan 

Telori gabulngan adalah kombinasi dari telori rellatif, melnulrult telori 

gabulngan, tuljulan pidana sellalul melmbalas kelsalahan pelnjahat 

julga dimaksuldkan ulntulk mellindulngi masyarakat delngan 

melwuljuldkan keltelrtiban delngan keltelntulan belratnya pidana tidak 

bolelh mellampauli batas pelmbalasan yang adil. 

Melnulrult Pelllelgrino Rossi melnyatakan selkalipuln pelmbalasan 

selbagai asas dari pidana bahwa belratnya pidana tidak bolelh 

mellampauli sulatul pelmbalasan yang adil, namuln pidana 

melmpulnyai belrbagai pelngarulh antara lain pelrbaikan selsulatul 

yang rulsak dalam masyarakat dan prelvelnsi gelnelral. 

2. Kerangka Konseptual 

a. Tindak Pidana 

Tindak pidana anak, ulntulk melnjaga harkat dan martabatnya, anak 

belrhak melndapatkan pelrlindulngan khulsuls, telrultama pelrlindulngan 

hulkulm dalam sistelm pelradilan. Indonelsia selbagai nelgara pihak dalam 

konvelnsi anak hak-hak anak (Convelntion on thel Rights of thel Child) 
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yang melngatulr prinsip pelrlindulngan hulkulm telrhadap anak melmpulnyai 

kelwajiban ulntulk melmbelrikan pelrlindulngan khulsuls telrhadap anak yang 

belrhadapan delngan hulkulm. Dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) ulndang-

ulndang No. 11 tahuln 2012 Telntang Sistelm Pelradilan Anak dalam ayat 

(2) “anak yang belrhadapan delngan hulkulm adalah anak yang belrkonflik 

delngan hulkulm, anak yang melnjadi korban tindak pidana, dan anak yang 

melnjadi saksi tindak pidana” ayat (3) “anak yang belrkonflik delngan 

hulkulm yang sellanjultnya diselbult anak adalah yang tellah belrulmulr 12 (dula 

bellas) tahuln, teltapi bellulm belrulmulr 18 (dellapan bellas) tahuln yang didulga 

mellakulkan tindak pidana”. 

Wirjono Projodikoro melntelrjelmahkan strafbaar felit istilah sama delngan 

tindak pidana yakni sulatul pelrbulatan yang pellakulnya dapat dikelnakan 

hulkulm pidana.14 Tindak pidana melnulrult Adami Chazawi yaitul 

pelrbulatan yang dilarang olelh ulndang-ulndang yang diselrtai ancaman 

pidana bagi siapa yang mellanggar larangan telrselbult.15 Dalam pasal 5 

ulndang-ulndang No. 11 tahuln 2012 telntang sistelm pelradilan pidana anak 

yaitul:  

ayat (1) sistelm pelradilan pidana anak wajib melngultamakan pelndelkatan 

keladilan relstoratif. 

Ayat (2) sistelm pelradilan pidana anak selbagaimana dimaksuld pada ayat 

(1) mellipulti:  

 
14 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta : PT. Eresco, 1981), hal. 12. 
15Adami Chazawi, Tindak Pidana Pemalsuan. (Jakarta : P.T. Raja Grafindo, 2014), hal. 1. 



14 
 

 
 

1) Pelnyidikan dan pelnulntultan pidana anak yang dilaksanakan selsulai 

delngan keltelntulan pelratulran pelrulndang-ulndangan, kelculali 

ditelntulkan lain dalam ulndang-ulndang ini 

2) Pelrsidangan anak yang dilakulkan olelh pelngadilan di lingkulngan 

pelradilan ulmulm dan. 

3) Pelmbinaan, pelmbimbingan, pelngawasan, dan/ataul pelndampingan 

sellama prosels pellaksanaan pidana ataul tindakan dan seltellah 

melnjalani pidana ataul tindakan. 

Ayat (3) dalam sistelm pelradilan pidana anak selbagaimana dimaksuld 

pada ayat (2) hulrulf A dan B wajib diulpayakan divelrsi.16 

Divelrsi, tuljulan divelrsi ini didasarkan pada prinsip-prinsip pelrlindulngan 

dan pelmbinaan telrhadap anak, seljalan delngan pandangan bahwa anak 

anak melmiliki kelbultulhan dan karaktelristik khulsuls yang belrbelda delngan 

orang delwasa. Delngan melnelrapkan divelrsi, diharapkan anak dapat 

melndapatkan pelrlakulan yang selsulai delngan kelbultulhan melrelka, 

selkaliguls melmpromosikan tuljulan Relhabilitas dan pelncelgahan keljahatan 

di masa delpan. Melskipuln divelrsi melnjadi pilihan yang diultamakan, ada 

belbelrapa kasuls di mana divelrsi tidak dapat dilakulkan. Pada ulmulmnya, 

keltidakmulngkinan di velrsi ditelrapkan pada kasuls-kasuls tindak pidana 

telrtelntul yang dianggap sangat selriuls ataul kasuls yang mellibatkan anak 

delngan keljahatan belrat. Belbelrapa tindak pidana yang mulngkin 

melmbulat dibelri sullit dilakulkan ataul tidak dapat dilakulkan antara lain: 

 
16 Indonesia, Sistem Peradilan Anak, UU Nomor 11 tahun 2012 T.S.P.A ps. 5. 
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1) Keljahatan belrat 

Anak yang telrlibat dalam keljahatan yang dianggap belrat, selpelrti 

pelmbulnulhan, pelmelrkosaan, ataul keljahatan selriuls lainnya, 

mulngkin sullit ulntulk melndapatkan divelrsi. 

2) Keljahatan telrorganisir 

Anak yang telrlibat dalam keljahatan telrorganisir ataul keljahatan 

yang Telrstrulktulr delngan jaringan keljahatan telrtelntul mulngkin 

sullit ulntulk diarahkan kel dalam program divelrsi. 

3) Keljahatan delngan ancaman kelkelrasan selriuls 

Jika tindak pidana anak mellibatkan ancaman kelkelrasan selri 

telrhadap pihak lain, divelrsi mulngkin sullit ulntulk dilakulkan. 

4) Kasuls yang melngancam kelamanan masyarakat 

Tindakan anak yang dianggap melngancam kelamanan 

masyarakat selcara signifikan dapat melmbulat divelrsi sullit 

dilakulkan. 

5) Belrullangnya tindak pidana 

Anak yang tellah telrlibat dalam belrullang kali tindak pidana dan 

tidak melrelspon telrhadap ulpaya-ulpaya relhabilitas makan 

dianggap tidak cocok ulntulk divelrsi. 

6) Kasuls delngan faktor-faktor Aggravating 
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Kelbelradaan faktor-faktor pelnambah ataul Aggravating, selpelrti 

pelnggulnaan selnjata api, keljahatan belrelncana, ataul kelkelrasan 

yang elkstrelm, dapat melmbulat divelrsi sullit di implelmelntasikan. 

Mulngkin divelrsi dianggap selbagai pelndelkatan yang lelbih melndulkulng 

relhabilitasi, telrdapat situlasi di mana pelngadilan dapat melmultulskan 

bahwa tindakan anak telrselbult telrlalul selriuls ataul belrbahaya selhingga 

divelrsi tidak dapat dilakulkan, dan anak haruls melnjalani prosels pelradilan 

pidana biasa. Pelnting ulntulk melncatat bahwa kelbijakan divelrsi dapat 

belrbelda di seltiap yulridiksi dan dapat dipelngarulhi olelh faktor-faktor 

telrtelntul dalam hulkulm seltelmpat. 

b. Membujuk 

Melnulrult kamuls belsar bahasa Indonelsia arti dari melmbuljulk adalah 

belrulsaha melyakinkan selselorang bahwa yang dikatakan belnar (ulntulk 

melmikat hati, melnipul, dan selbagainya). Melmbuljulk (velrlelideln) adalah 

pelrbulatan melmpelngarulhi kelhelndak orang lain agar kelhelndak orang itul 

sama delngan kelhelndaknya. Pada melmbuljulk adalah melnarik kelhelndak 

orang yang belrsifat melngiming-imingi lelbih celpat, belrhulbulng orang 

yang dibuljulk adalah anak-anak, yang selcara psikis masih lulgul jangan 

bolos yang lelbih muldah dipelngarulhi kelhelndaknya daripada orang 

delwasa.17 

 
17 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenal Kesopanan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 

86. 
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Tindak Pidana Delngan Selngaja melmbuljulk selbagaimana dikultip dalam 

R. Soelsilo Pasal 290 ayat (3el) yang dirulmulskan selbagai belrikult: “barang 

siapa melmbuljulk (melnggoda) selselorang yang dikeltahulinya ataul patult 

haruls disangkanya, bahwa ulmulr orang itul bellulm culkulp ulmulr 15 tahuln 

ataul kalaul tidak nyata belrapa ulmulrnya, bahwa ia bellulm masanya bulat 

kawin, akan mellakulkan ataul melmbiarkan dilakulkan pada dirinya 

pelrbulatan cabull, ataul akan belrhulbulngan delngan orang lainnya delngan 

tiada kawin”. 

Tindak pidana delngan selngaja melmbuljulk selbagaimana diatulr julga 

dalam pasal 81 ayat (2) Ulndang-Ulndang Nomor 35 Tahuln 2014 telntang 

pelrulbahan atas Ulndang-Ulndang Nomor 23 tahuln 2002 telntang 

pelrlindulngan anak yang dirulmulskan selbagai belrikult: “keltelntulan pidana 

selbagaimana dimaksuld dalam ayat (1) belrlakul pulla bagi seltiap orang 

yang delngan selngaja mellakulkan tipul mulslihat, selrangkaian 

kelbohongan, ataul melmbuljulk anak mellakulkan pelrseltulbulhan delngannya 

ataul delngan orang lain”. 

Hulkulman bagi anak yang mellakulkan tindak cabull ataul pelrilakul selksulal 

yang tidak selnonoh akan telrgantulng pada hakim dan melngultamakan 

asas telrpelnting bagi anak. Dalam kontelks sistelm pelradilan anak, 

pelndelkatan yang ulmulm ditelrapkan adalah melngultamakan relhabilitas 

dan pelmbinaan, selsulai delngan prinsip pelrlindulngan anak. 

Di Indonelsia, tindak pidana cabull ataul selksulal olelh anak ulmulmnya 

diatulr olelh ulndang-ulndang No. 23 tahuln 2002 telntang pelrlindulngan 

anak. Selbagai catatan, hulbulngan ataul tindakan yang ditelrapkan pada 
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anak yang mellakulkan tindakan cabull ataul tindakan selksulal dapat 

belrvariasi telrgantulng pada seljulmlah faktor, telrmasulk kelparahan 

tindakan telrselbult, ulsia anak, dan kontelks pelristiwa. 

c. Anak 

Anak adalah bagian dari gelnelrasi mulda selbagai salah satul sulmbelr daya 

manulsia yang melmiliki pelran stratelgis selrta melmbulat ciri dan sifat yang 

khulsuls. Anak melmelrlulkan pelmbinaan pelrlindulngan dalam rangka 

melnjamin pelrtulmbulhan dan pelrkelmbangan fisik, melntal, sosial selcara 

ultulh, selrasi, sellaras dan selimbang. Kelduldulkan anak dalam lingkulngan 

hulkulm selbagai sulbyelk hulkulm ditelntulkan dari sistelm hulkulm telrhadap 

anak selbagai kellompok masyarakat yang belrada di dalam statuls hulkulm 

dan telrgolong tidak mampul. Maksuld tidak mampul adalah karelna 

kelduldulkan akal dan pelrtulmbulhan fisik yang seldang belrkelmbang dalam 

diri anak yang belrsangkultan. Melleltakkan anak selbagai sulbyelk hulkulm 

yang lahir dari prosels sosialisasi belrbagai nilai kel dalam pelristiwa 

hulkulm pidana maulpuln hulkulm hulbulngan kontrak yang belrada dalam 

lingkulp hulkulm pelrdata melnjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. 

Anak dalam pasal 1 Ulndang-Ulndang Nomor 23 tahuln 2002 yakni: Anak 

adalah selselorang yang bellulm belrulsia 18 (dellapan bellas) tahuln, telrmasulk 

anak yang masih dalam kandulngan. Asas dan tuljulan dibelntulknya 

ulndang-ulndang ini karelna anak adalah salah satul prioritas selbagai 

gelnelrasi pelnelruls bangsa, sulpaya anak melmiliki pelrlindulngan yang lelbih 

spelsifik, dalam pasal 2 Ulndang-Ulndang Nomor 23 tahuln 2002 telntang 

pelrlindulngan anak: pelnyellelnggaraan pelrlindulngan anak belrasaskan 
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Pancasila dan belrlandaskan Ulndang-Ulndang dasar nelgara relpulblik 

Indonelsia 1945 selrta prinsip-prinsip dasar konvelnsi hak-hak anak 

mellipulti: 

a) Non diskriminasi,  

b) kelpelntingan yang telrbaik bagi anak,  

c) hak ulntulk hidulp, kellangsulngan hidulp, dan pelrkelmbangan dan  

d) pelnghargaan telrhadap pelndapat anak. 

Delngan adanya ulndang-ulndang pelrlindulngan anak, diharapkan bahwa 

anak-anak di Indonelsia melndapatkan pelrlindulngan yang lelbih spelsifik 

dan belrkellanjultan, selhingga dapat tulmbulh dan belrkelmbang selcara 

optimal dalam sulasana yang aman dan melndulkulng. 

d. Cabul 

Cabull adalah salah satul tindakan asulsila yang dapat melngganggul dan 

melrelsahkan masyarakat, siapa saja dapat mellakulkan hal telrselbult. 

Keljahatan kelsulsilaan diatulr dalam bulkul III KUlHP kitab ulndang-ulndang 

pidana mullai pasal 281 sampai delngan pasal 229. Keljahatan kelsulsilaan 

yang selmakin marak telrjadi pada akhir-akhir ini adalah keljahatan 

kelsulsilaan belrulpa pelrbulatan cabull, yang dimaksuld delngan pelrbulatan 

cabull iyalah selgala pelrbulatan yang mellanggar kelsulsilaan (kelsopanan) 

ataul pelrbulatan yang kelji selmulanya dalam lingkulp nafsul birahi kellamin, 

misalnya: ciulm-ciulman, melraba-raba anggota kelmalulan, melraba-raba 

bulah dada dan selbagainya”. Tindak pidana pelncabullan tidak hanya 
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diatulr dalam kitab ulndang-ulndang hulkulm pidana (KUlHP) saja, namuln 

diatulr pulla pada pasal 76El Ulndang-Ulndang Nomor 35 tahuln 2014 

telntang pelrlindulngan anak: seltiap orang dilarang mellakulkan kelkelrasan 

ataul ancaman kelkelrasan, melmaksa, mellakulkan, mellakulkan selrangkaian 

kelbohongan, ataul melmbuljulk anak ulntulk mellakulkan ataul melmbiarkan 

dilakulkan pelrbulatan cabull. 

Dalam pasal 82 Ulndang-Ulndang Nomor 23 tahuln 2002 telntang 

pelrlindulngan anak dijellaskan bagi pellakul cabull: “seltiap orang yang 

delngan selngaja mellakulkan kelkelrasan ataul ancaman kelkelrasan, 

melmaksa, mellakulkan tipul Mulslihat, selrangkaian kelbohongan, ataul 

melmbuljulk anak ulntulk mellakulkan ataul melmbiarkan dilakulkan 

pelrbulatan cabull, dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 15 (lima 

bellas) tahuln dan paling singkat 3 (tiga) tahuln dan delnda paling banyak 

Rp 300.000.000 (tiga ratuls julta rulpiah) dan paling seldikit Rp 60.000.000 

(elnam pullulh julta rulpiah)” 

Keljahatan kelsulsilaan belrulpa pelncabullan tidak saja melmbelrikan dampak 

fisik pada korban namuln julga melmbelrikan dampak selcara melntal ataul 

psikis. Ulntulk dampak yang selcara fisik melmang dalam pelmullihannya 

tidak telrlalul melmbultulhkan waktul yang lama, namuln pada dampak 

melntal ini melmbultulhkan waktul yang sangat lama ulntulk pelmullihannya. 

Adapuln pelngelrtian pelrbulatan cabull selcara ulmulm yaitul pelrbulatan cabull 

adalah sulatul pelrbulatan yang dinilai mellanggar norma-norma kelsulsilaan 

(kelsopanan) dalam lingkulngan masyarakat, selmulanya itul dalam rulang 

lingkulp nafsul birahi kellamin selselorang. Belrdasarkan ulraian dan 
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pelnjellasan di atas telrselbult pelnullis melnarik kelsimpullan melngelnai 

pelrbulatan cabull yaitul selsulatul yang dilakulkan olelh selselorang didorong 

olelh kelinginan selksulal ulntulk mellakulkan hal-hal yang dapat 

melmbangkitkan hawa nafsul birahi kellamin selhingga melnimbullkan 

kelpulasan pada dirinya. 

E. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Tipel pelnellitian yang digulnakan dalam pelnellitian ini melrulpakan pelnellitian 

Normatif (lelgal relselarch). Peltelr Mahmuld Marzulki melnulliskan telntang yulridis 

normatif adalah “pelnellitian yang difokulskan ulntulk melngkaji pelnelrapan kaidah-

kaidah ataul norma-norma dalam hulkulm positif yang belrlakul”. 18 Tipel pelnellitian 

normatif dilakulkan delngan cara melngkaji belrbagai atulran hulkulm yang belrsifat 

formil selpelrti ulndang-ulndang, pelratulran-pelratulran, selrta litelratulr yang belrisi 

konselp-konselp teloritis yang kelmuldian dihulbulngkan delngan pelrmasalahan yang 

ada/yang akan dibahas dalamnya. Peltelr Mahmuld Marzulki melnulliskan pulla 

telntang “pelnellitian hulkulm adalah sulatul prosels ulntulk melnelntulkan atulran 

hulkulm, atulran-atulran hulkulm maulpuln doktrin-doktrin hulkulm gulna melnjawab 

isul hulkulm yang dihadapi”.19 lelbih lanjult Peltelr Mahmuld Marzulki dalam bulkul 

pelnellitian hulkulm eldisi relvisi tahuln 2014 melnyatakan bahwa pelnellitian hulkulm 

melncari kelbelnaran kohelrelnsi, yaitul adakah atulran hulkulm selsulai norma hulkulm 

dan adakah norma yang belrulpa pelrintah ataul larangan itul selsulai prinsip hulkulm, 

 
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana, 2014), 

hal. 60. 
19 Ibid, hal. 47. 
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selrta apakah tindakan (act) selorang selsulai delngan norma hulkulm (bulkan hanya 

selsulai atulran hulkulm) ataul prinsip hulkulm. 

2. Pendekatan Masalah 

Di dalam pelnellitian hulkulm telrdapat belbelrapa pelndelkatan pelnellitian. Delngan 

pelndelkatan telrselbult, pelnullis akan melndapatkan informasi dari belrbagai aspelk 

melngelnai isul yang seldang dicoba ulntulk dicari jawabannya. Pelndelkatan yang 

digulnakan dalam pelnellitian adalah:20 

1. Pelndelkatan ulndang-ulndang (statultel approach) 

Dilakulkan delngan melnellaah selmula ulndang-ulndang dan relgullasi yang 

belrsangkult pault delngan isul hulkulm yang seldang ditangani. Pelndelkatan 

ulndang-ulndang ini akan melmbulka kelselmpatan bagi pelnullis ulntulk 

melmpellajari adakah konsistelnsi dan kelselsulaian antar sulatul ulndang-

ulndang delngan ulndang-ulndang lainnya ataul antara ulndang-ulndang dan 

Ulndang-ulndang Dasar Relpulblik Indonelsia ataul antara relgullasi dan 

ulndang-ulndang. Pelndelkatan ulndang-ulndang selbagaimana diselbultkan 

dalam bahan hulkulm primelr. 

2. Pelndelkatan Kasuls  

Pelndelkatan masalah pelnullis delngan melnggulnakan pultulsan pelngadilan 

dan bulkul-bulkul, julrnal-julrnal dan bahan hulkulm lainnya yang dapat 

melmuldahkan pelnullis dalam melngelrjakan pelnellitian ini, mellaluli karya 

melrelka yang melrelka tullis mellaluli bulkul dan julrnal. Belranjak dari 

 
20 Ibid, hal. 137. 
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pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang belrkelmbang di dalam 

ilmul hulkulm. Delngan melmpellajari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin di dalam ilmul hulkulm, pelnullis akan melnelmulkan idel-idel yang 

mellahirkan pelngelrtian-pelngelrtian hulkulm, konselp-konselp hulkulm dan 

Asas-asas hulkulm yang rellelvan delngan isul yang dihadapi.21 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hulkulm primelr melrulpakan bahan hulkulm yang belrsifat aotoritatif 

yang artinya melmpulnyai otoritas. Bahan-bahan hulkulm primelr telrdiri 

dari pelrulndang-ulndangan, catatan-catatan relsmi ataul risalah dalam 

pelrbulatan pelrulndang-ulndangan dan pultulsan hakim. Bahan hulkulm 

primelr yang digulnakan olelh pelnullis dalam pelnellitian ini adalah 

pelratulran pelrulndang-ulndangan yaitul: 

1) Ulndang-ulndang Relpulblik Indonelsia Nomor: 1 Tahuln 1946 

Telntang Pelratulran Hulkulm Pidana (KUlHP). 

2) Ulndang-ulndang Nomor: 8 Tahuln 1981 Telntang Hulkulm Acara 

Pidana (KUlHAP). 

3) Ulndang-ulndang Nomor:  11 Tahuln 2012 Telntang Sistelm 

Pelradilan Pidana Anak. 

 
21 Ibid, hal. 177. 
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4) Ulndang-ulndang Nomor: 35 Tahuln 2014 Telntang Pelrulbahan atas 

Ulndang-ulndang Nomor: 23 Tahuln 2002 Telntang Pelrlindulngan 

Anak. 

5) Pultulsan Pelngadilan Nelgelri Soel Nomor: 2/Pid.Suls-

Anak/2021/Pn. Soel. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hulkulm selkulndelr telrultama adalah bulkul telks karelna bulkul telks 

belrisi melngelnai prinsip bahan hulkulm dan pandangan-pandangan klasik 

para sarjana yang melmpulnyai kulalifikasi tinggi.22 Adapuln bahan-bahan 

hulkulm selkulndelr belrulpa selmula pulblikasi telntang hulkulm yang bulkan 

melrulpakan dokulmeln-dokulmeln relsmi. Pulblikasi telntang hulkulm mellipulti 

bulkul-bulkul telks, julrnal-julrnal hulkulm, dan komelntar-komelntar atas 

pultulsan pelngadilan, selhingga dapat melndulkulng, melmbantul, 

mellelngkapi dan melmbahas masalah-masalah yang timbull dalam 

pelnellitian ini. Pada pelnellitian ini bahan hulkulm selkulndelr yang 

digulnakan olelh pelnullis adalah bulkul-bulkul telks yang belrkaitan delngan 

isul hulkulm yang melnjadi pokok pelrmasalahan, tullisan-tullisan ilmiah 

telntang hulkulm yang tellah dipulblikasikan, dan tullisan-tullisan hulkulm 

yang dapat di aksels mellaluli intelrnelt. 

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

 
22 Ibid, hal. 182. 



25 
 

 
 

Pelngolahan bahan hulkulm yang pelnullis gulnakan dalam pelnellitian ini adalah 

melnggulnakan pelngolahan bahan hulkulm selcara normatif, yaitul dalam mellihat 

sulatul pelrmasalahan selcara ulmulm sampai delngan pada hal-hal yang belrsifat 

khulsuls ulntulk melncapai pelnellitian ataul maksuld yang selbelnarnya. 

Analisis bahan hulkulm yang pelnullis pakai yaitul delngan cara melngelnditifikasi 

fakta hulkulm, pelngulmpullan bahan hulkulm, mellakulkan tellaah atas isul hulkulm, 

melmbelrikan argulmelntasi belrdasarkan apa yang tellah di banguln dan dipellajari. 

Peltelr Mahmuld Marzulki melnyatakan bahwa dalam melnganalisis bahan yang 

dipelrolelh agar dapat melnjawab pelrmasalahan delngan celpat dilakulkan delngan 

langkah-langkah: 

1. Melngidelntifikasi fakta hulkulm dan melngelliminasi hal-hal yang tidak 

rellelvan ulntulk melneltapkan isul hulkulm yang helndak dipelcahkan 

2. Pelngulmpullan bahan-bahan hulkulm dan bahan-bahan non hulkulm yang 

dipandang melmpulnyai rellelvansi 

3. Mellakulkan tellaah atas isul hulkulm yang dijaulhkan belrdasarkan bahan-

bahan yang tellah dikulmpullkan 

4. Melmbelrikan belrdasarkan argulmelntasi yang tellah dibanguln di dalam 

kelsimpullan.23 

 
23 Ibid, hlm. 212. 
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F. Sistematika Penulisan 

Agar pelnyulsulnan skripsi ini lelbih muldah dan melmbelrikan gambaran selcara 

melnyellulrulh telntang bab pelmbahasan ataul meltodel dari skripsi ini, maka pelnullis 

melmbelrikan sistelmatika pelnellitian telrdiri atas 5 bab, selbagai belrikult: 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Bab I ini pelnullis akan melngulraikan telntang latar bellakang masalah, 

rulmulsan masalah, tuljulan dan manfaat pelnellitian, kelrangka telori dan 

konselptulal, meltodel pelnellitian dan sistelmatika pelnullisan. 

BAB II  TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH 

ANAK SEBAGAI PELAKU. 

Pada Bab II pelnullis akan melnjellaskan hal-hal telrkait Tindak Pidana 

Pelncabullan dan Anak. 

BAB III FAKTA YURIDIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 

2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Soe. 

 Pada Bab III ini pelnullis melngulraikan kasuls posisi, dakwaan, tulntultan 

jaksa pelnulntult ulmulm, fakta hulkulm, pelrtimbangan hakim dan pultulsan 

hakim pada pellakul dalam kasuls pultulsan pelngadilan No. 2/Pid.Suls-

Anak/2021/Pn. Soel.  

BAB IV  ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK 

UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (STUDI KASUS 

PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN. 

SOE). 
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 Pada bab IV ini pelnullis akan melnyampaikan hasil dari analisis telntang 

pelrtimbangan hakim dalam melnjatulhkan pultulsannya dan telntang 

kelselsulaian hulkulm yang dijatulhkan delngan tuljulan pelmidanaan.  

BAB V  PENUTUP 

Pada Bab V ini pelnullis akan disampaikan kelsimpullan yang melrulpakan 

jawaban-jawaban dari rulmulsan masalah pelrmasalahan dan saran yang 

diselsulaikan delngan hasil pelnellitian.



 
 

28 
 

 


